HASIL NOTULEN RAPAT
MONITORING DAN EVALUASI PEMANFAATAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) BPVP KENDARI
Identitas Rapat
1. Hari/Tanggal : Selasa, 10 Januari 2026
2. Waktu : 09.00 – 11.30 WITA
3. Tempat : Ruang Rapat Kepala BPVP Kendari 
4. Agenda :
· Monitoring dan evaluasi pemanfaatan SPBE di BPVP Kendari
· Pembahasan tindak lanjut peningkatan pemanfaatan SPBE dalam rangka ZI WBK/WBBM
5. Pimpinan Rapat:
· Ketua Tim Penilai ZI KemenPANRB (Koordinator)
6. Notulis :
· Sekretariat Tim ZI BPVP Kendari
7. Peserta :
· Kepala BPVP Kendari
· Perwakilan Tim Zona Integritas BPVP Kendari
Latar Belakang
· Sesuai Perpres 95/2018 dan PermenPANRB 59/2020, setiap instansi pusat/daerah wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan SPBE, termasuk penyusunan notulen/catatan hasil evaluasi sebagai bukti dukung tingkat kematangan SPBE.
· Dalam konteks pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, penguatan SPBE merupakan bagian dari area penataan tatalaksana, sehingga perlu dipastikan bahwa pemanfaatan SPBE di BPVP Kendari berjalan efektif, terukur, dan mendukung peningkatan kualitas layanan publik.


Tujuan Rapat
1. Menilai kondisi aktual pemanfaatan SPBE di BPVP Kendari (kebijakan, tata kelola, aplikasi, layanan publik, dan manajemen data).
2. Mengidentifikasi permasalahan, hambatan, dan risiko dalam penerapan SPBE.
3. Menyusun rencana tindak lanjut (action plan) untuk peningkatan pemanfaatan SPBE yang selaras dengan indikator SPBE PermenPANRB 59/2020 dan dokumen monev ZI.
Hasil Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan SPBE
1. Kebijakan dan Tata Kelola SPBE
· Diidentifikasi bahwa BPVP Kendari belum memiliki dokumen kebijakan internal SPBE yang spesifik (arsitektur, peta rencana, manajemen data, keamanan informasi), masih mengacu umum pada kebijakan pusat tanpa penjabaran di level unit.
· Belum terbentuk secara formal tim koordinasi SPBE BPVP Kendari sebagaimana dianjurkan dalam indikator tata kelola SPBE (tim koordinasi SPBE merupakan salah satu indikator pada domain kebijakan internal).
2. Aplikasi dan Integrasi SPBE
· Telah digunakan beberapa aplikasi: sistem informasi pelatihan, sistem sertifikasi, aplikasi perjalanan dinas, serta website BPVP; namun belum terdapat arsitektur integrasi yang jelas antar aplikasi (single sign-on, basis data terpusat, standar data bersama).
· Belum semua proses kerja utama terdigitalisasi secara utuh (end-to-end), beberapa proses masih berbasis manual/dokumen fisik.
3. Layanan Publik Berbasis Elektronik
· [bookmark: _GoBack]Website BPVP telah dimanfaatkan untuk publikasi informasi pelatihan, berita, dan kontak layanan, namun pendaftaran pelatihan/pengaduan belum sepenuhnya menjadi kanal utama dan belum diintegrasikan dengan pengukuran kinerja layanan publik.
· Kanal pengaduan online sudah ada (melalui SP4N Lapor atau form pengaduan), tetapi rekap dan analisis datanya belum dimanfaatkan optimal dalam monev layanan.

4. Manajemen Data, Keamanan, dan Monev SPBE
· Standardisasi manajemen data (metadata, backup, hak akses) belum tertulis dalam kebijakan internal SPBE, padahal indikator manajemen data dan keamanan informasi merupakan unsur penting dalam penilaian SPBE.
· BPVP Kendari belum melakukan penilaian mandiri tingkat kematangan SPBE dan belum memiliki laporan hasil evaluasi SPBE sebagaimana diatur pada PermenPANRB 59/2020 (indeks SPBE, indeks domain/aspek, rekomendasi perbaikan).
Permasalahan Utama yang Teridentifikasi
1. Belum adanya kebijakan internal SPBE yang terdokumentasi di BPVP Kendari.
2. Ekosistem aplikasi SPBE yang masih parsial, belum terintegrasi dengan baik.
3. Layanan publik elektronik belum sepenuhnya digunakan sebagai kanal utama dan belum terhubung dengan indikator kinerja layanan.
4. Belum ada monev SPBE yang sistematis, termasuk penilaian mandiri dan laporan evaluasi SPBE sebagaimana standar nasional.
Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut
1. Menyusun Kebijakan Internal SPBE BPVP Kendari
· Menyusun dan menetapkan SK Kepala BPVP tentang kebijakan internal SPBE dan pembentukan Tim Koordinasi SPBE di BPVP, mengacu pada PermenPANRB 59/2020 dan pedoman monev SPBE.
· Tenggat: maksimal Triwulan II.
2. Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE BPVP
· Menyusun arsitektur SPBE (pemetaan proses bisnis dan aplikasi) serta peta rencana SPBE yang selaras dengan Renstra/Kerja dan rencana anggaran, disertai notulensi hasil reviu sebagai bukti dukung. Tenggat: penyelesaian draft Triwulan II, finalisasi Triwulan III.
3. Penguatan Integrasi Aplikasi dan Layanan Publik Elektronik
· Mengintegrasikan data peserta pelatihan, sertifikasi, dan layanan lain dalam satu basis data atau melalui integrasi teknis (API/single sign-on) secara bertahap.
· Menjadikan pendaftaran pelatihan dan pengaduan online sebagai kanal utama, disertai sosialisasi dan pendampingan pengguna.
4. Pelaksanaan Monev SPBE Berkala dan Penilaian Mandiri
· Menyusun instrumen monev SPBE internal (checklist, indikator) berdasarkan indikator SPBE PermenPANRB 59/2020 dan modul instrumen monev
· Melakukan monev SPBE minimal setiap triwulan, dengan notulen/catatan hasil evaluasi dan rekomendasi perbaikan.
· Menyusun laporan penilaian mandiri SPBE tahunan yang memuat nilai indeks, capaian, dan rekomendasi.
5. Penguatan Manajemen Risiko SPBE
· Mengidentifikasi risiko utama (gagal integrasi, keamanan informasi, rendahnya adopsi aplikasi) dan menyusun risk register SPBE sederhana sebagai bagian dari manajemen risiko ZI.
Kesimpulan Rapat
1. Rapat monev menyepakati bahwa pemanfaatan SPBE di BPVP Kendari sudah berjalan namun belum memenuhi seluruh kriteria tingkat kematangan yang diharapkan, terutama pada aspek kebijakan internal, integrasi aplikasi, serta monev SPBE.
2. Ditetapkan serangkaian tindak lanjut konkrit (penyusunan SK SPBE, arsitektur/peta rencana, monev berkala, dan penilaian mandiri SPBE) dengan tenggat yang jelas untuk mendukung pencapaian ZI WBK/WBBM.
3. Notulen rapat ini akan dijadikan bukti dukung pemantauan dan evaluasi SPBE sesuai pedoman PermenPANRB 59/2020 dan pedoman tata cara pemantauan dan evaluasi SPBE.

